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KEWENANGAN DESA SLAMPAREJO

KECAMATAN JABUNG




KEPALA DESA SLAMPARFE.JO

KECAMATAN JABUNG
KABUPATEN MAILANG

PERATURAN DESA SLAMPARE.JO)
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

KEWENANGAN DESA SLAMPAREJO
KECAMATAN JABUNG KABUPATEN MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SLAMPAREJO,

Menimbang 1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Bupati

Malang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal Berskala
Desa, ditetapkan penetapan kewenangan berdasarkan hak
asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan
dengan perturan Desa melalui tahapan pengkajian.

2. Bahwa berdasarkan hasil pengkajian, identifikasi dan
inventarisasi terhadap kegiatan yang sudah ditangani dan
kegiatan yang mampu ditangani tetapi belum dilaksanakan,
maka ditetapkan kewenangan berdasarkan hak asal usul
dan kewenangan lokal berskala Desa.

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan
Desa Slamparejo tentang Kewenangan Desa Slamparejo
Kecamatan Jabung Kabupaten Malang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lcmh,arm
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
ST1T);

Nomm




Menetapkan

3 Peraturan Pemenntah Nomwor 60 Tahun 2019 tentaneg [
Desa vang Bersumber dary Anggaran Pendapatan
Belania Negara (lLembaran Negara Repubbhik  indonesia
Tahun 2014 Nomor 168 FTambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 5558} sebagaimana telah digbal
ﬂﬂ\'l‘l Peraturmn  'emerintah Nomaor 22 Tahun 2001 H
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomar f0)
Tahun 2014 tentang Dana [Desa Yang [ersumber dan
Anggaran Pendapatan dan Belan@a Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor H3
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor
5694);

4. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2011
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik indonesia Tahun 2014 Nomor 2091).

5. Peraturan Menten Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usuldan Kewenangan
Lokal Berskala Desa(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 158);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016

tentang Kewenangan Desa (Benta Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1037);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
indonesia Tahun 2018 Nomor ...... )

7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 34 Tahun 2016
tentang tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas
Dan Fungsi, Serta Tatakerja Dinas Pemberdayaan
Masyaraaakat Dan Desa;

8. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 tentang
Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SLAMPAREJO
dan
KEPALA DESA SLAMPAREJO

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DESA SLAMPAREJO TENTANG KEWENANGAN
DESA SLAMPAREJO KECAMATAN JABUNG KABUPATEN
MALANG
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Dalam Peraturmn Desa ini vang dimaksud dengan

1 Desa adalah Desa kesatuan masvarakat hukum yvang mermibbke batas wil
vang mn‘ untuk mengatusr dan mengurus uruwan pemenntabar
kepentingan masyarankat setempat berdasarkan prakarsa masvarakat, hak a
usul, dan/atau hak tradisional vang dmakuy dan dibormat dalan et

pemerintaban Negara Kesatuan Republik Indonesin

Kepala Desa adalah Kepala Desa pejabat Pemenntah [Desa vang memprinsa
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menvelenggarakan ruman  fanggs
Desanya dan melaksanakan tugas dan Pemernintah dan Pemenntah Daeral

3 muh Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama o
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemenntahan [iesa

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemenniahan o

kepentingan masyarakat setempat dalam system pemenntahan  Nesato
Kesatuan Republik Indonesia

S. Badan Permusyawaratan Desa atau vang disebut dengan nama ay
selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan funes
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dan penduduk  Desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis

6. Perangkat Desa adalah unsure pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan
tugas dan kewenangannya.

7. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lam adalahlLembaga
yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra
Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

8. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana vang dialokasikan
oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa yang bersumber dan dana
perimbangan vang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa vang dibahas dan disepakat:
bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan
Desa.

10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusvawaratan
Desa.

11. Kewenangan Desa adalah kewenangan vang dimiliki Desa meliputi kewenangan
di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan
Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masvarakat Desa
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

12. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak vang merupakan warisan
yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesual
dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

13. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau
mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul Fkarena
perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
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KEWENANGAN BERDASARKAN AR ASAL |
Pasnl J

Kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa meliput
sistem orgamnisasi Perangkat {eaa

sstem organisam masvarakat adat.

rembanasan kelembagaan masyarakat,

pembinaan lembaga dan hukum adat.

pengelolaan tanah kas Desa;

pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa
pengembangan peran masvarakat Desa
Pengelolaan dan pemeliharaan Hutan Desa.

FEmmsangs

Pasal 3

Jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 terdini atas program kegiatan mehputi:

a  pembentukan Dusun;

b pengisian pemangku adat;

¢. pembinaan guru mengaji, imam masjid, imam dusun, Muadain. Muballig atay
guru sara;

Pelestarian
Pelestarian tradisi Barazanjhi dan Songkabala.
. Pengaturan hukum kawin melalui lembaga adat.
. Penetapan dan penyelenggaraan peringatan hari jadi desa Slamparejo.
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KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

.
|
i

Pasal 5

Jenis kewenangan lokal berskala Desa bidang pemerintahan Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas program kegiatan meliput
a. penetapan dan penegasan batas Desa melalui:

1) Musyawarah antar Desa dalam penetapan dan penegasan batas Desa,

2) Musyawarah Desa dalam penetapan Dusun dan batas wilayah Dusun.

b. tertib pencatatan administrasi umum melalui ;
1) Tertib pencatatan buku peraturan

. ——i




2) tertib pencatatan buku keputusan kepala desa

3) tertib pencatatan buku Inventaris dan kekayann [Jess

4) tertib pencatatan buku Aparat desa

5) tertib pencatatan buku Tanah Kas |)esa

6) tertib pencatatan buku Tanah di Desa

7) tertib pencatatan buku Agenda

8) tertib pencatatan buku expedisi

9) tertib pencatatan buku lembaran desa

10) tertib pencatatan buku Berita Desa

11) penyusunan dan penggunaan aplikasi propil Desa

12) penyusunan buku dan papan monografi Desa

tertib pencatatan adminstarsi penduduk melalui:

1) tertib pencatatan buku induk penduduk

2) tertib pencatatan buku mutasi penduduk desa

3) tertib pencatatan buku rekapitulasi jumlah penduduk

4) tertib pencatatan buku penduduk sementara

S) tertib pencatatan buku KTP dan KK

tertib pencatatan adminstrasi keuangan melalui:

1) tertib pencatatan buku APBDesa

2) tertib pencatatan buku Rencana Anggaran Biaya

3) tertib pencatatan buku Kas Pembantu Kegiatan

4) tertib pencatatan buku Kas Umum

S5) tertib pencatatan buku Kas Pembantu

6) tertib pencatatan buku Bank Desa

7) pembuatanaplikasi keuangan dan aset Desa

8) Pembuatan harga satuan desa Slamparejo

tertib pencatatan adminstarsi Pembangunan meliputi:

1) tertib pencatatan buku Rencana Kerja Pembangunan Desa

2) tertib pencatatan buku Kegiatan Pembangunan

3) tertib pencatatan buku Inventarisasi hasil-hasil pembangunan

4) tertib pencatatan buku Kader Pendampingan dan pemberdayaan
masyarakat

tertib pencatatan adminstarsi lainnya meliputi:

1) Tertib pencatatan Buku administrasi BPD

2) Tertib pencatatan Buku Musyawarah Desa

3) Tertib pencatatan Buku Lembaga Kemasyarakatan Desa

penyelenggaraan dan pengembangan system informasi desa (SID) melalui

1) penggunaan aplikasi keuangan dan aset Desa

2) pembuatan website Desa;

3) penerbitan buletin Desa;

4) pengadaan radio komunitas

5) pembuatan Papan Informasi Desa

6) pengadaan aplikasi layanan desa

7) Pengadaan Kelender Transparansi Anggaran

pengembangan tata ruang Desa melalui:

1) Penetapan rencana tata ruang dan kawasan Desa berdasarkan Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten;
2) Pemberian surat pengantar perizinan usaha, tempat usaha, dan pendirian

bangunan;
3) Pembuatan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Desa;
pendataan penduduk dan Pembuatan Peta sosial Desamelalui:

1) pendataan penduduk dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
2) pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non

pertaman;

3) pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja,
pencarian kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;

4) pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut
lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan status pekerjaan;

S5) pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri.




&) Pendataan Penduduk berdasarkan Pendutikan
g Pendataan Bag M Haml helahran dan Aematian
- Pendataan Peaduduk herdasarkan (isea
pendataan da
< = “:.m:::r‘;::\ tinghkat kesrmhteraan masyarakat
} "\'na-pn TTEAnmAas pemerintah Desa mela o
» | Penetapan Perdes tentang SOTK Pemdes
. < Permabhan hepaia (van
. Pembentukan
o dan pemiwnaan Badan Permusvawaratan Desa (U0 melalo:
» w tumpangan pempnan dan angeota RPY)
- roetapan bvava operassonal R
‘ 2 Permbhan m‘ﬂl‘h dan anggota BPD Antarwakt,
W"- dan m Perangkat Desa melalui
Penetapan urawan t\m Perangkat Desa .

;
{
{
i
?
|
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q. Penvusunan perencanaan Desa i
1 oy pembangunan melalu

r. Penetapan perencanaan Pembangunan Desa melalu:
RPJMDesa;

2) penetapan RKPDesa.
0. Penetapan APBDesa dan Perubahan APBDesa dengan melalu: Musvawarah
Desa

s. Penctapan dan perubahan peraturan di Desa dengan melaluiMusyawarah Desa

t. Penectapan kerjasama antar Desa dengan melaluiMusyawarah antar Desa

u. Penetapan kerjasama dengan Pihak Ketiga melalui musyawarah desa

v. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa dan Asel Desa
oleh Kepala Desa melalui Surat Menyurat.

w. Pendataan potensi, tingkat perkembangan Desa, dan data dasar Desa melalu
1) penyusunan Potensi Desa;
2) evaluasi perkembangan Desa; :

x. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa melalui Musyawarah Desa

y. Desa dalam keadaan darurat apabila terjadi bencana alam, wabah
Fmﬂ keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala

3 arsip Desa dengan melalui,
buat data base tentang administrasi desa
ipan hard copy administras: desa

arsip desa




aa. penctapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnva  sesia
kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat [Desa dengan Surat Kepuot
Desa : e
Pasal 6
1 Jem
(1) Jenis kewenangan lokal berskala Desa bidang pembangunan Desa sebagaim:

dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mehiputi:
a. Pelayanan dasar Desa:

b. Sarana dan prasarana Desa:

¢. Pengembangan ekonomi lokal:

(2) ;::'r::ktz\senaélgan lokal berskala Desa bidang pembangunan Desa sebagaiman s
ks pada ayat (1) huruf a terdiri atas program kegiatan meliputi
s mmbﬂng&n POSKESDES, POLINDES, POS OBAT DESA dan POSYANI U
1) pembangunan dan pemeliharaan POSKESDES;
2) pembangunan dan pemeliharaan POLINDES:
3) Pembangunan dan Pemeliharaan POSYANDU;
" 4) Pembangunan dan pemeliharaan POS OBAT DESA
- Ppengembangan tenaga kesehatan Desa melalui:
1) penetapan dan pembinaan tenaga kesehatan Desa:
2) penetapan tunjangan tenaga kesehatan Desa;
3) penetapan dan pembinaan kader kesehatan Desa:
4) penetapan tunjangan kader kesehatan Desa;
C. Pefll)gdlzlaan dan pembinaan layanan kesehatan berbasis desa melalui:
yanan gizi untuk balita;
2) pemeriksaan ibu hamil;
3) pemberian makanan tambahan;
4) penyuluhan kesehatan lingkungan;
S) Penyuluhan kesehatan reproduksi
6) gerakan hidup bersih dan sehat;
7) penimbangan bayi;
8) gerakan sehat untuk lanjut usia;
9) Pemeriksaan kesehatan rutin bagi anak sekolah;
d.Pembangunan pengelolaan dan pemeliharaan Sarana dan prasarana air
bersih di desa melalui :
1) Pembentukan dan Pembinaan Pengelola Air Bersih;
2) Pemberian Tunjangan kepada pengelola air bersih;
3) Pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
air bersih;
e. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional melalui:
1) Pembinaan dukun Beranak Terlatih;
2) Pembinaan Adat dan Budaya
3) Pengadaan dan pembinaan Tanaman Obat Keluarga (TOGA);
4) Pengawasan Obat tradisional;
f. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat aditif di Desa
melalui:
1) Sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat aditif;
2) Pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat aditif;
3) Penyuluhan Narkoba dan zat aditif; . ‘
g. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) melalui:
1) pengembangan dan penyelanggaraan P_AUD;
2) pembangunan, pengelolaan dan Pemeliharaan gedung PAUD;
3) dan pengembangan sarana dan prasarana belajar dan
bermain PAUD;
4) penetapan dan pembinaan tenaga
5) penetapan tunjangan tenaga pengel

pengelola dan tenaga tutor PAUD;
ola dan tenaga tutor PAUD;
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C, dan kecakapan bl
P4 WA" dan fwngrrmiwmngan aarana dan prasacana  belngay
ke
:” """"*ﬂmﬂ dan pembinaan trrvaga progriola dan tenagn ot
i pengadaan dan pengeddaan Taman faca Al (nira an s [ena melalg
1) Pengndaan dan prngrmimngan sarana dan prasarana Daoman flaca 8
Qura’an,
7} Penetapan dan pembinaan trnagn proageinlab dan tenagn fafos
3) Penewmpan tunjangan tenaga pengeiola dan tenaga ftor
I pengadaan dan pengelolaan sanggar sens [ wea, melipot
1} pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana kesenis
4) penetapan dan pembinaan tenaga pengelola dan tenaga pelath
3) penetapan tunjangan tenaga pengelolaan dan tenaga pelatih
k. pengadaan dan pengelolaan Dewan Pemuda dan nlahragn desa, melip
1} pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana Pemada
Olahraga
2) penctapan dan pembsnaan tenaga pengelola Dewan Pemuda o
Olahraga.
3} penetapan tumangan tenaga pengriolaan Pemuda dan Olahraga
I. pengadaan dan pengelolaan perpustakaan Desa melalin
1) pembangunan dan pemeliharaan gedung perpustakaan Desa.
2) pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana baca.
3) penetapan dan pembinaan tenaga pengelola perpustakaan.
4) penetapan tunjangan tenaga pengelola perpustakaan.
m. fasilitasi dan motifasi terhadap kelompok-kelompok belajar, siswa, pelajar
dan mahasiswa melalu:-
1) pengadaan periengkapan dan baju seragam terhadapsiswa dan pelajas
yang berprestas: atau tidak mampu;
2) pemberi beasiswa terhadap siswa. pelajar. dan  mahasiswa
yangberprestasi atau tidak mampu,
3} pembernan biaya penyelesaian studi terhadap mahasiswa  vang

berperestas: atau tidak mampu;
4) Sewa Kontrakan Asrama siswa, pelajar dan mahasiswa  Desa
SLAMPAREJO;

5) Memfasilitasi lulusan SMA warga desa Slamparejo untuk melanjutkan
pendidikan (S1) di perguruan tingg: sesuai dengan kebutuhan desa

{3} Jenis kewenangan lokal berskala Desa bidang pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b terdin atas program kegiatan meliput:
a pembangunan dan pemeliharaan gedung milik Desa, melalui -
1) pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor Desa dan atau bala:
Desa;
2) pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor BPD;
3) pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor PKK, LPM dan lembaga
kemasyarakatan lainnva;
4) Pembangunan dan pemeliharaan Rumah Jabatan Kepala Desa.
b. pembangunan dan pemeliharaan pemukiman Desa melalui:
1) Pembangunan dan pemeliharaan Pagar Pemukiman Desa;
2} Penataan Pemukiman dan Pengadaan papan nama jalan desa;
3) Pembangunan Drainase Pemukiman;
4) Pengadaan POT Bunga ;
5) Pembangunan taman bermain anak.
€. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa dan Jalan Usaha Tani melalun
1) perintisan jalan
2) pengerasan jalan
3) jalan rabat beton




1) Pengaspalan jalan
5] Jalan paven blok
6) Penpgadasan alal kesciamatan inlg
marka mian, ramin alu inias
tthungan
4 Pengadaan Meteran listrikmasyarakat miakoin
e Pengadaan pengelolaan dan pemeliharaan Lampu
. Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Taman Humah
2 pembangunan dan pemeliharman embung [ esa
h pembangunan dan pemeliharaan embatan
1 pembangunan dan pemeliharman saluran dramase /gorong o
1. pembangunan dan pemeliharaan tarup/talud / bronong
k. Pembangunan energs baru dan terbarukan. melalon
1) pembangunan dan pemeliharaan reaktor hwogas
2) Pengadaan Listrik Tenaga Surva,
3) Pengadaan Listrik Tenaga Angn,
I Pembangunan dan pemeliharaan maspd.
m. pembangunan dan pengelolaan pemakaman Desa melalu
1) Pengadaan Tanah Tempat Pemakaman Umum (TP
2) Penataan TPU dan Pemeliharaan TPU
3) Pengadaan dan pembinaan pengelola TPU
4) Pemberian Tunjangan pengelola TPU
5) Pengadaan Mobil Jenasah, usungan dan tempat mand) may ar
n. Pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan sanitas: hingkungan. melal,
1) penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan. Deroo
penyediaan Bank Sampah, motor gandeng. bak sampah rumah tany
TPS dan TPA,
2) pembangunan jamban keluarga (JAGA)
3) pembangunan dan pemeliharaan MCK umum.
o. pembangunan dan pemeliharaan jaringan ingas: Perkebunan Desa, melalo

.
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(4) Jenis kewenangan lokal berskala Desa bidang pembangunan Desa sebagaimar .
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdiri atas program kegiatan meliput:
a. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa
b. Pembangunan sarana prasarana Kamtibmas;
c. pengembangan usaha mikro dan pendayagunaan keuangan mikro berbasis
Desa, berupa pengembangan sentra usaha mikro kecil menengah melalu,
1) Bantuan Dana Bergulir untuk Kelompok Usaha Mikro
2) Pelatihan Pengelola Usaha Mikro
3) Pemasaran hasil Usaha Mikro
4) pembentukan dan Pengembangan kelembagaan koperas:.
5) Pembentukan koperasi pada unit usaha SPP BUMDesa
d. pembnngumn dan pemeliharaan serta sarana dan prasarana untuk budida.
ikan air tawar melalui:
1) Pengadaan Bibit Ikan
2) Pengadaan Pakan lkan
€. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa melalu:
1) Pembangunan pengelolaan dan pemeliharaan Penggilingan pad,
2} Pembangunan pengelolaan dan pemeliharaan Penggilingan kop:
3) Pembangunan pengelolaan dan pemeliharaan Penggilingan rumpu:
gajah (Pencacah)
4) Pembangunan pengelolaan dan pemeliharaan Penvulingan daun

cengkeh
S) Pembangunan pengelolaan dan pemeliharaan Pemipil cengkeh

—




6) Pembangunan pengelolann i pueie
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7' "f‘"lhﬂhgnnnn dan Vengndanoan mbict kerrimarasr

8) H"mhangulmn sentra prochuabkos: desa

f pembangunan dan pengelolaan humbiwing peanipsao eligne g
pangan Desa, melalu
1) Pembangunan, pengelolaan dan pemechiharann lumbuny, «de

2) peningkatan ketahanan pangan [esa,
‘1’ mmt)lnﬂan dan P""R’"""‘NIV.H“ kebun e Oontobisn JRr il
B. penetapan komoditas unggulan pertaman, perkebunan o

melalui;
1) Pendataan potensi unggulan pertaman, perkebunsn dior e
tawar.

2) Pﬂ"_cmpnn komunitas unggulan bidang pertanuan, b
perikananair tawar.
h. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penvalar ot
perkebunan, perikanan, peternakan secara terpadu, meialu
1) Koordinasi dan penanganan antar sector tentang [eoangyiils
hama dan penvakit pertanian perkebunan, perikanan o taw
peternakan secara terpadu
2) Evaluasi penanggulangan hama dan penyakit pertanian perbel
perikanan air tawar, peternakan secara terpadu
3) Pengadaan Pompa Semprot Hama;
4) Pengadaan plastic lada:
5) Penyuluhan penangan penyakit Unggas,;
6) Pengadaan nutrisi herbal pengusir hama;
7) Pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan pengusir hama  dengiao
lampu khusus (elektriksiti);
8) Pemanfaatan limbah cair reactor biogas (H2S=asam sulfit) untuk
pengusir hama.
1. Penetapan dan pengadaan pupuk dan pakan organik untuk pertanisn
perkebunan, perikanan dan peternakan secara terpadu melalui;
1) Pengadaan pupuk organic (MicrobaM4)
2) Pengadaan pupuk hasil permentasi kotoran hewan
3) Pengadaan pupuk kompos
j- pengembangan benih lokal, melalui:
1) pembangunan sarana prasarana dan pembibitan hortikultura,
2) pembangunan sarana prasarana dan pembibitan tanaman pangan
3) pembangunan sarana prasarana dan pembibitan tanaman perkebunan,
k. pengadaan dan pemberian bantuan benih/bibit pertanian, peternakan dan
perkebunan kepada masyarakat.
I. pengembangan ternak secara kolektif, melalui
1} pembentukan dan pembinaan kelompok ternak produktif,

2) Inseminasi Buatan;
m. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri untuk kebutuhan industr dan
rumah tangga;

n. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan parwisata
kabupaten /kota, melalui
1) Pengelolaan dan Pengembangan Wisata Hutan Desa,
2} Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Karama;
3) Pengelolaan dan Pengembangan wisata budaya Bungung tujuah;
4) Pengelolaan dan Pengembangan agrowisata;
0. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian, perkebunan
peternakan, perikanan dan kehutananmelalui;
Pembangunan Warung tehnologi;
Penelitian untuk pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG);
Pemagaman pengelola Warung teknologi;
Membangun kerjasama dengan dunia pendidikan dan praktisi teknolog:
untuk pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTGJ;
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3 Peningkatan manajemen Lsaha hast) peosd
Pasal
Jemis kewenangan lokal berskala Desa bedang kemasvarakatan [ =an

dimaksud dalam Pasal 4 huruf ¢ meliputs
a pembinaan kelembagaan masvarakat desa melalu;
1) Pembinaan Karang Taruna
2} Pembinaan Lembaga Pemberdavaan Masyarakat
3} Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
4) Pembinaan RK dan RT
5 Pembinaan Posvandu

c. Pembinaan ketertiban dan ketentraman wilayah dan masvarakat Desa

1) Pembinaan moral masyarakat desa;
2) Pembentukan sikap dan mental masyarakat desa,

e. pemeliharaan perdamaian, manangani konflik dan melakukan medias: di
Desa;
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l“.in." aktif W-kdolnpok rentan, kelompok masvaraka:
perempuan dan difabel dalam pelaksanaan dan cvaluas
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raan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehar.

3} dan pembinaan pos binaan terpadu (POSBINDU):

4) Pembentukan dan pembinaan pos malaria Desa;
entukan dan pembinaan media promosi kesehatan (Promkes)

! Lomba Rumah Sehat.

naan DmSiagp_

sian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan
berdayaan masyarakat, melalui;

apan kader dengan surat keputusan kepala desa .
batan aktif kader Pemberdayaan masyarakat desa dalam kegiatan
: naan, pelaksanaan, pembangunan desa
elibatan aktif KPMD dalam setiap musyawarah desa

libatan aktif kader tehnik dalam perencanaan dan pelaksanaan pada

n! unan prasarana desa
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) Pehbatan aktf kader Keschatan dalan probivkosan
Mromkes, dan penyaluhan kesehatan sentg Lepantin
d desa
O} Pehbatan aktf kader hukum/paralepal dalon
PERDES, dan kegiatan advoknsi
7} Pelibatan  aktif kader bela Negara dalam kepiatan
ketertiban dan keamanan desa
Pehibatan aktif kader siaga bencana dalam pembuatan palur evaku
pelatihan siaga bencana. koordinasi dengan badan penanggiolang.
bencana daerah
1. Penmingkatan kapasitas melalui pelanhan usaha ekonomi Desa. meliput
1} Pelatihan pengembangan hasil hutan non kayu,
2) Pelatihan budidaya dan penanganan pasca panen cengkeh kakao, ko
pala, lada, ikan dan pisang;
3) Pelatihan kewirausahaan:
4) Pelatihan Perbengkelan;
5) Pelatihan Pembuatan Bosara:
6) Pelatihan Pembuatan Souvenir;
7) Pelatihan Pertukangan;
8) Pelatihan Tata Rias;
9) Pelatihan Tata Boga;
10} Kursus Menjahit
11) Kursus Komputer
12) Kursus Bahasa Asing
13) Pelatihan Pengurus BUMDesa
k. Pendayagunaan teknologi tepat guna melalui:
1} Sosialisasi pembuatan pupuk cair organik/Pertanian alami.
2) Sosialisasi penggunaan pupuk kompos darn limbah rumah tangga
3) Sosialisasi packing produk kopi
4) Sosialisasi pupuk organic dari limbah ternak
S) Sosialisasi tangga unik panjat kelapa dan cengkeh;
6) Sosialisasi penjernihan air bersih sederhana:
l. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
1) Pelatihan Kader pemberdayaan masyarakat Desa;
2) PelatihanKelompok usaha ekonomi produktif;
3) PelatihanKelompok perempuan;
4) PelatihanKelompok tani, ternak dan wanita tani;
S) PelatihanKelompok masyarakat miskin;
6) PelatihanKelompok pengrajin;
7) PelatihanKelompok pemerhati dan perhindungan anak;
8) PelatihanKelompok pemuda dan olahraga:
9) Pelatihan Kader Kesehatan ;
10) Pelatihan Kader Hukum;
11) Pelatihan Kader Tehnik;
12) Pelatihan Kader Bela Negara;
13) Pelatihan Kader Bencana desa;
14} Pelatihan kader sadar wisata;
15} Pelatihan kelompok difabel;
16} Pelibatan aktif kader pada kegiatan desa:
17} Pelatihan manajemen mesjid bagi pengurus mesjid;
m. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa meliputi;
1) Bimtek pengembangan ekonomi kawasan perdesaan bagi kepala Desa;
2} Bimtek TUPOKSI aparat Desa;
3) Pelatihan perencanaan partisipatif;
4) Pelatihan penyusunan RPJMdesa;
5) Pelatihan penyusunan keuangan desa berbasis IT (SISKEUDES);
6) Pelatihan pengelolaan BUMdes;
7) pelatihan penyusunan APBdesa
Pelatihan penyusunan dan pendayagunaan data base desa

8)




9 Pelatihan PNy usunan 5008
10) Pelatihan penvusunan PERIDI
11) Pelatihan manajemn pembanguanan bherhnaras pemberdas aan massy a A

A an

12) Pelatihan pengelolaan admimnistraa
13) Pelatihan Pelaksana Pengrloln Kewangan |
14) Pelatthan Tim Pengelola Kegintan (THk)
15) Pelatihan manajemen pasar (desa
16) Pelatihan pengelolann energy baru dan terharunkan
n. Peningkatan kapasitas Lembaga Desa, melalus
1) Pelatihan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota 307
0. Peningkatan kapasitas lembaga masvarakat desa melalus
1) Pelatihan metodologi pemberdavaan masyarakat desa bhag: 110
2) Pelatihan pengelolaan BUMdes
3) Pelatihan pengelolaan pemukiman sehat berbasis rumah tangga
PKK
4) Pelatihan pengelolaan Warung teknologi
5) peningkatan kapasitas Karang Taruna
6) Peningkatan kapasitas pengurus dan kader PKK
7) Pelatihan manajemen organisasi karang taruna
8) Pelatihan dasar kepemimpinan kader karang taruna
9) Pelatihan peningkatan kapasitas RK dan RT;
10) Pelatihan manajemen mesjid bagi pengurus

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

Wesoy (BT D)

Program kegiatan dalam perencanaan Desa yang ditetapkan sebelum ditetapkan
Peraturan Desa ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Slamparejo

Ditetapkan di Slamparejo
Pada tanggal, 10 Januari 2019

Diundangkan di Slamparejo
Pada tanggal 15 Januari 2019
SEKRETARIS DESA SLAMPAREJO
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